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FENDAFTARAN HAK PENGZLOLAAN ATAS NAMA
JTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRTY

Membaca

Meninbanag

PULAU BATAM

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASTIO\AL

Surat permohonan dari Kepala Satian Pelak-
sana Otorita Pengembangan Laerah Industri
Pulau Batan tertanggal 14 Septenber 19692
Nomor B/413/KA/IX/1992, beserta surat-surat
vana berhubungan denagan itu.

a.

bahwa dengan Keputusan Menteri Dalam Ne-
gerl tanggal 1¢ Pebruari 197" Nomor 43
tahun 1977, Kkerada Otorita Pengemnbangan
Daerah Industri Pulau Batam telah diberi-
kan Hak Pengelclaan atas seliruh areal
tanah yvang terletak di Pulau Batam,
dengan ketentuan bahwa Fak Pengelolaan
tersebut baru dapat didaftark:n setelah
syarat-svarat dalam Keputusan tersebut
dipenuhi.

hahwa untuk pelaksanaan pendaftaran seba-
gian dari Haxk Pengelolaal seluas
1.321.218 M2 (satu juta tiga ratus dua
puluh satu ribu dua ratusg delajan belas
meter persegi), terletak di Desa Pulau
Buluh, Kecamatar Batam Barat, Kotamadya
Batam, Propinsi 3iau, sebagaimaia diurai-
kan dalam Gambar Situasi tanggal 2€¢ Mare*
1992 Nomor 31/1992 perlu diterbitkan
Surat Keputusan Pelaksanaan Pendeftaran
Hak Penaelolaan secara partial.

bahwa berdasarkan Constaterir«y Rapport
tangagal 2 Desember 1992 Nomor 12.0/CR/BTM/

- |




Mengingat : 1.
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11,

Me:mnperhatikan

1992 dan Surat Keterangan Kepala Desa
Pulau Buluh tanggal 20 Nopz2mher 1992
Nomor 022/594/1992 tanah vang dimohon
berasal dari pembebasan tanah-tanah
masyarakat, yvang sampai saa: ini tanah
dimaksud bebas dari, garapar. dan tidak
diduduki penduiuk.

bahwa tanah tersebut akan d.pergunaxan
untuk Kawasan Pengembangan Dazrah Indus-
tri Pulau Batan.

Undang~undang Nomor 5 tahuy 1960 {Lem-
baran Negara tahun 1960 nomor 104, Tamba-
han Lembaran Negara nomor 2405);

Peraturan Pemerintah Nomor 1( tahun 1961
{Lembaran Negara Republik Ind:cnesia tahun
1961 ncmor 28);

Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988;

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun
1966;

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6

tahun 1972:

Peraturan Menteri Dalam Nejeri nomor S
tahun 1973:;

Peraturan Menteri Dalam ©Nejer:i nomor 5
tahun 1974.

Peraturan Menteri Dalam Nejer:. nomor 1
tahun 2975;

Peraturan Menteri Dalam Ne:zeri nomor 1
tahun 1977;

Peratu-an Menteri Dalam Neceri nomor 1
tahun 1987.

Keputusan Precsiden Nomor 96/F tahun 1¢93.

1. Surat Kepala Kantor Pertanahan
Kotamadya Batam tanggal 19 Desember
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MEM ETAPKAN

PEFTAMA

1992 Nomor 144/560.1/19¢2 dan targ-
gal 16 Juni 1993 Nomor 578/630,/1<93.

2. Surat Kepala kantor W:.layah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Riau
tanggal 6 Pebruari .993 NKomor
24/560/1¢<93.

M EMUT U S K AN

»
.

Memberikan izin kepada Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam ur=-uk mendaf-
tarkan secara partial, Hak Pengelolaan atas
tanah seluas 1.221.218 M2 (satu juta tiga
ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan
belas meter perseai), terletak di. Desa Pilau
Buluh, Kecamatan Batam Barat, Kotamadva
Batam, Propinsi Riau, vanag diuraikan dalam
Gambar Situasi tanggal 26 Maret 1992 Nomor
31/1992, dengan ketentuan dan syarat-svarat
sebagaimara tersebut di bawah ini

a. Segala akibat, biaya, unturg dan rugi
vang timbul karena pemberian tak Pengelo-
laan tersebur menjadi tanggung jawab
sepenuhnya dari Penerima Hak.

b. Penerira Hak untuk izin pen‘aftaran Hak
Pengelclaan ini diharuskan mertbavar biava
administrasi kepada Negara cebasar Rp.
100.000.- (seratus ribu rupiai) dan untuk
pelaksanaan landreform sabesar ED.
50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

c. Biaya seperti tersebut pada hiruf "b" di
atas harus disetorkan langsung oleh
Penerima Hak melalui Bank Pemerintah ke
dalam rekening Kas Negara "B" dengan
Nomor Kode 0412 atau vpada Kantor
Pos/Kantor Pos Pembantu ke dalam rekening
Kas Neaara "C" denagan Nomor Xode 04712,
atas Mata Anagaran Pendapatan PRacdan
Pertanahan ¥Nasional (M.A. 09.27.062%)},
dan harus dilunaskan paling laimbat dalam



KEDUA :

KETIGA

KEEMPAT :

KEL ITMA

waktu 6 (enan) bulan terhitung sejak
tanggal Keputusan ini.

Tanah tersebut harus diberi tanZa batas se-
sual dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Mentq;i Agraria Nomor 8
tahun 1961.

Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa ser-
tifikat, Hak Pengelolaan tersebut harus
didaftarkan pada Kantor Pertanahen setempat,
selambat-lambataya dalam waktu 3 (tiga)
bulan setelah dilunaskannya pembayaran
dimaksud dalam diktum Pertama ruruf "b" di
atas dan membavar biava pendaftaran menurut
ketentuan vang berlaku.

Penerima Hak dalam menverahkan bagian-baagian
dari Hak Penagelolaan tersebut kepeda pihak
ketiga diwajibkar untuk memenuhi/tunduk pada
ketentuan-ketentuan Peraturan M2nteri Dalam
Negeri Nomor 1 tehun 1977.

Tanah vang dipergunakan untuk prasarana
lingkungan, utilitas umum da)y fasilitas
sosial lainnva harus diserahkan/dilepaskan
kepada Pemerintai Kotamadya Batam di Seku-
pang.

Der gan Catatan

Ap:bila dikemudian hari ternvata terdapat Kkekelirvan/
ke:ralahan dalam penetapannyva, Keputusan ini akan ditin-
jai. kemballi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :+ Jakar-:a
Pada tanggal : 23 Desember 1993

MENTERI NEGARA ACGRARTIA/
KEPALA BADAN PERTANAH2N NASIONAL
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Ir. SONI HARSONO
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